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ABSTRAK

Nama /NIM : Suhaila Rahmah /190106015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Perlindugan Hak Upah Buruh Akibat Pemutusan

Hubungan Kerja Pada Masa Covid 19
Tanggal Sidang

Tebal Skripsi : 60 Halaman

Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag

Pembimbing 11 ' Muhammad Igbal, S.E, M.M

Kata Kunci : Hak Upah Buruh, Pemutusan Hubungan kerja, Covid 19

Bicara mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka tidak bisa lepas dari
pembicaraan mengenai pesangon. Faktanya, pesangon merupakan hal yang
sangat Kkrusial dan tak jarang menimbulkan konflik saat terjadi adanya PHK.
Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan dua pokok permasalahan. Pertama,
Bagaimana Perlindungan Hak Upah Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) Pada Masa Covid-19 menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2020.
Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kompensasi pemutusan
hubungan kerja (PHK) akibat dampak covid-19 menurut Undang-Undang No 13
Tahun 2020. Jenis jenis penelitian yaitu yuridis empiris dengan metode
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini
mendapatkan hasil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Ketenagakerjaan, merupakan salah bentuk perlindungan dari pemerintah dalam
melindungi setiap hak pekerja,tetapi masih banyak para pengusaha tidak
memenuhi hak-hak buruh sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah
sehingga perusahaan dapat dituntut oleh para pekerja ke pengadilan hubungan
industrial guna memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh
pengusaha terkait kompensasi dalam pemberian pesangon. Namun, sebelum
perselisinan PHK dibawa ke pengadilan hubungan industrial, para pihak dapat
melalui beberapa tahapan dengan merujuk pada Undang-Undang Penyelesaian
Perselisihan 'Hubungan Industrial (PPHI) melalui tahapan mekanisme
penyelesaian. Selanjutnya terkait pelaksanaan pemberian kompensasi pemutusan
hubungan kerja (PHK) akibat dampak covid-19 menurut Undang-Undang No 13
Tahun 2020Menurut undang-undang uang kompensasi PHK seharusnya
diberikan sesuai nominal yang telah ditentukan berdasarkan penelusuran penulis
mantan pekerja yang di PHK semasa Covid 19 pekerja mendapatkan pesangon
sesuai sisa kontrak ketika mereka di PHK.
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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf )
Nama Huruf Latin Nama
Arab
- . Tidak ) _
| Alif i Tidak dilambangkan
dilambangkan
<« Ba B Be
<O Ta T Te
& Sa § es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
c Ha h
bawah)




z Kha Kh ka dan ha
3 Dal d De
) ] Zet (dengan titik di
3 Zal zZ
atas)
D Ra r Er
J Zai z Zet
> Sin S Es
o Syin sy es dan ya
es (dengan titik di
ue Sad S
bawah)
de (dengan titik di
o= Dad d
bawah)
te (dengan titik di
b Ta t
bawah)
zet (dengan titik di
L Za z
bawah)
& "ain koma terbalik (di atas)
¢ Gain g Ge
s Fa f Ef
3 Qaf q Ki
Sl Kaf k Ka

Xi




J Lam I El

2 Mim m em

o Nun n En

B) Wau w We

A Ha h Ha

3 Hamzah : Apostrof
< Ya y ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
: Fathah a a
- Kasrah i [
2 Dammah u u
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2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
(s Fathah dan ya ai adanu
) Fathah dan
o au adanu
wau
Contoh:
- X kataba
- U= faala
- Glsuila
- <l kaifa
- Jsshaula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Huruf
Nama _ Nama
Arab Latin
9 Fathah dan alif 4
) a a dan garis di atas
atau ya
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
e Dammah dan wau a u dan garis di atas

Contoh:
- J& (qala)
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- =)(rama)
- d3 (qila)
- J3% (yaqilu)
D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JakY) &35 raudah al-atfal/raudahtul atfal
4 UJ-\A” 4334l gl-madinahal-munawwarahal-madinatul munaw warah
- 4alltalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- U¥nazzala
- 54 al-birr
F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Xiv



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa
sempang.

Contoh:

- JaVar-rajulu

- Akl al-galamu

- il asy-syamsu

- & al-jalalu
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

- MBta’khuzu

- (24 syai’un

- &3 an-nau’u

- {linna
H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:
- GBS A %8 A &) 5 Wa innallaha lahuwa Khair ar- raziqin/Wa innallaha

lahuwa khairurraziqin
XV



- Wk 5WIoa% 4 2ly Bismillahi majreha wa mursah
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- el &5 4 2al Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/Alhamdu lillahi

rabbil ‘alamin
- andll geadll Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.
Contoh:

- Aa) );ac 4 Allaahu gafiirun rahim
- Giea 539 Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami’an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Illmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
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2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia berarti makhluk yang wujudnya berhubungan dengan
keburuhan, terutama dalam kehidupan modern dan belakangan ini. Pada
dasamya kebutuhan manusia bersifat random yaitu kebutuhan yang harus segera
dipenuhi, karena kebutuhan random tersebut merupakan kebutuhan terpenting
seseorang untuk bertahan hidup dalam kehidupan. Kebutuhan ini berkisar dari
kebutuhan akan tempat tinggal, makanan dan pakaian hingga kebutuhan akan
barang-barang mewah. Akibatnya, manusia harus bekerja untuk memenuhi
kebutuhannya. Dari bekerja sebagai wiraswasta atau bekerja dengan orang lain.

Gagasan negara hukum memberikan perlindungan yang kuat terhadap
hak-hak individu semua warga negara. Selain itu, Pasal 28D Ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak
pekerja dengan menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."
Namun, ada kekurangan dalam kerangka jaminan perlindungan tenaga kerja dan
tenaga kerja. Negara-negara berkembang sudah sangat akrab dengan kesulitan-
kesulitan yang terkait dengan kurangnya tenaga kerja dan personil yang
tersedia.’

Perusahaan-perusahaan di Indonesia telah dikritik karena mengakhiri
kontrak dengan karyawan tanpa memberikan pemberitahuan yang cukup.
Seseorang yang terinfeksi Covid-19 harus menghindari kontak dekat dengan
orang lain dan menjaga jarak setidaknya 2 meter dari mereka untuk membantu

menghentikan penyebaran virus. PSBB tidak melarang semua kegiatan

! Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan cet-8, (PT. Raja Grafindo Persada:
Jakarta), 2010, him.1
1



masyarakat,  bertentangan  dengan apa yang ditegaskan  oleh
KementerianKesehatan (Kemenkes) Indonesia, tetapi PSBB melarang kegiatan
tertentu di daerah-daerah di mana Covid-19 diketahui ada. Untuk memerangi
penyebaran virus corona yang cepat, pemerintah telah memberlakukan PP 21
tahun 2020, yang merinci kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
Besar).Pemerintah telah menutup banyak institusi pendidikan tinggi, sebagai
gantinya mengamanatkan mahasiswa dan karyawan untuk belajar dan bekerja
dari rumah, membatasi akses ke tempat ibadah, membatasi akses transportasi
dan ruang publik, serta menutup bisnis dan institusi yang tidak terkait langsung
dengan keamanan nasional. Karena sifat penyakit Covid 19 yang meluas,
beberapa bisnis harus merumahkan karyawan untuk membatasi paparan virus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Konstirusi Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi NRI 1945), setiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang pantas. sebagai implementasi dari pasal
tersebut maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2020
Ketenagakerjaan yang mengatur Pasal 3 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2020
tentang Ketenagakerjaan, seseorang Yyang bekerja dianggap sebagai
pekerja/buruh.®

Pekerja/buruh berarti setiap individu yang bekerja dan menerima
bayaran atau penggantian dalarn bentuk lain.* Indonesia saat ini sedang
memasuki fase kritis pandemi Covid-19. Covid-19 atau yang dikenal dengan
nama Coronavirus Disease-19 artinya penyakit yang disebabkan oleh virus
sindrom pemapasan akut berat coronavirus (SARS- CoV-2). COYID-19 dapat

2 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta)
,2013, him3.

® Shinta Kumala Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011,
him 1

* Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.



menyebabkan gangguan sistem pemapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti
pilek, hingga infeksi paru-paru, penyakit yang disebabkan oleh infeksi akut dari
daerah saluran pemapasan bagian bawah secara khusus mempengaruhi paru-
paru dan mengakibatkan area tersebut terisi dengan cairan, lendir atau nanah.
Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas (pneumonia).

Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas
percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 14 Agusrus 2020, dari 216
negara yang terkonfirmasi, 6.370.375 orang dinyatakan positif dan jumlah
kematian rnencapai 544.454 orang. Sernentara itu, di wilayah Indonesia,
terdapat 132.816 kasus positif COVID-19 yang menyebabkan jurnlah kematian
rnencapai 5.986 orang.” Akibat yang dihasilkan dari Pandemi COVID-19 tidak
hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang sosial dan ekonomi. Sarna
seperti dalam hal ketenagakerjaan, berbagai konflik dan hambatan yang
dihadapi oleh pekerja, salah satu contohnya adalah PHK atau Pemutusan
Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sesuatu yang paling
ditakuti oleh pekerja, karena pada dasarnya PHK merupakan masalah yang
rumit karena terkait dengan pengangguran, kejahatan, dan peluang Kkerja.
Pernutusan hubungan kerja sesuai dengan definisi Pasal | nomor 25 Undang-
Undangg No 13 Tahun 2020 berarti mengakhiri hubungan kerja karena alasan
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan
pengusaha. PHK adalah situasi di mana buruh berhenti bekerja dari majikannya.
PHK bagi pekerja berarti awal dari berakhirnya pekerjaan mereka, awal dari
kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi mereka dan keluarga mereka.

Secara sosial, berdasarkan informasi yang terjadi pada bulan Juni 2020,
salah satu perusahaan , khususnya di samalanga atau yang dikenal dengan nama

prabotan, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawainya

® Data Sebaran, covid19.go.id, diakses tanggal 14 Mei 2023

® Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Sinar Grafika: Jakarta),
2010, him. 158.



tersebut dinyatakan setara dengan 5% dari total karyawan prabot.’Dani sebagai
CEO dan Pendiri prabot mengungkapkan, keputusan tersebut diambil sebagai
dampak dari krisis pandemi COVID-19.

Dari segi hukum, peraturan mengenai pekerjaan diatur dalam Pasal 27
ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang manusiawi”. Dalam hal ini,
pemerintah merniliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap
warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR) atau yang telah dijadikan Undang-Undang
nomor 11 Tahun 2005, terdapat 8 hak dasar yang diberikan kepada pekerja,
yaitu hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan
berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses
sesuai dengan hokum yang berlaku, hak untuk diperlakukan secara adil, hak atas
privasi pribadi, dan hak atas kebebasan berpendapat.® Dalam situasi Pemutusan
hubungan Kerja (PHK), perusahaan harus memberikan hak-hak yang dimiliki
pekerja, seperti membayar Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang
Penggantian Hak (UPH). Hal ini diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang nomor 13 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik  Indonesia nomor M/3/HK.04/W/2020 mengenai perlindungan
pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 telah mengatur mengenai perlindungan upah bagi
pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19, yaitu:

" Reska K. Nistanto, Grab Mem-PHK 360 Karyawan, Termasuk di Indonesia,
https://www.msn.com/id-id/ berita/teknologidansains/grab-mem-phk-360-karyawantermasukdi

-indonesia/ar-BB15yntw, diakses pada tanggal 14 Mei 2023
® Anita R Kusumaningrum, Hak Pekerja, https://www.slideshare.net/mobile/explore,
diakses pada tanggal 14 Mei 2023



1. Untuk pekerja/buruh yang tergolong sebagai Orang dalam Pemantauan
(ODP) terkait COVID-19 berdasarkan saran dari dokter sehingga tidak
dapat bekerja selama maksimal 14 (empat belas) hari atau sesuai dengan
pedoman Kementerian Kesehatan, maka gaji mereka akan diberikan
sepenuhnya.

2. Bagi tenaga Kkerja/buruh yang mengklasifikasikan kasus yang
mencurigakan COVID-19 dan diisolasi/dikurung dari instruksi medis,
maka gaji mereka akan dibayarkan sepenuhnya selama menjalani masa
isolasi/karantina. Bagi tenaga kerja/buruh yang absen karena sakit
COVID-19 dan terbukti dengan sertifikat dokter, maka gaji mereka akan
dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Untuk perusahaan yang menerapkan pembatasan kegiatan bisnis akibat
kebijakan pemerintah di setiap wilayah unruk mencegah dan mengatasi
COVID-19, hal ini menyebabkan sebagian atau seluruh karyawan/tenaga
kerja tidak dapat bekerja. Dalam rangka memastikan kelangsungan
usaha, perubahan dalam jurnlah dan metode pembayaran upah
karyawan/tenaga kerja dilakukan secara sesuai dengan kesepakatan
antara pengusaha dan karyawan/tenaga kerja.

Mengingat pentingnya perlindungan hak dalam hubungan kerja, maka
pengakhiran hubungan kerja, harus dilakukan menggunakan mekanisme serta
persyaratan eksklusif yang harus dipenuhi, terutama oleh pihak pengusaha.
Namun, hal ini tidak sejalan dengan situasi yang terjadi pada akhir tahun 2019,
ketika dunia diguncang oleh munculnya suatu pandemi Coronavirus Disease
(Covid-19). Virus ini pertama kali muncul di China pada akhir tahun 2019 dan
menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. WHO sejak Januari 2020
telah menyatakan bahwa dunia menghadapi darurat global terkait virus ini.
Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada hari Senin
tanggal 02 Maret 2020.



Perhitungan besarnya uang pesangon pada pasal 156 didasarkan pada
masa kerja dan besaran gaji/upah, rnisalnya ketentuan nilai terendah untuk masa
kerja kurang dari satu t.ahun adalah satu bulan upah sedangkan nilai terendah
untuk masa kerja lebih dari delapan tahun adalah sembilan bulan upah.

Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam masa pandemi
Covid-19 ini harus diatur sedemikian rupa, sehingga terpenuhi perlindungan
yang mendasar bagi tenaga kerja, karena dalam PHK bagi perusahaan terdapat
hak-hak para pekerja/buruh yang harus dipenuhi agar mereka dapat melanjutkan
keberlanjutan hidup sampai mereka mendapatkan pekerjaan baru. Dalam Islam
sendiri pengaturan prosedur pemutusan hubungan kerja serta pemberian hake
hak pekerja/buruh juga meletakkan dasar-dasar hubungan yang ideal antara
pekerja dan pengusaha, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur’an
Surat Hud ayat 85 disebutkan :
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Artimya: Dan Syu'aib -berkata:” "Hai katamku, cukupkanlah takaran dan
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia
terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di
muka bumi dengan membuat kerusakan.

Avyat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja
harus sesual dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian
diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh
dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka,

apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi



kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas
agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.’

Pembayaran uang pesangon dilakukan ketika karyawan berhenti bekerja,
karena secara filosofis uang pesangon merupakan sumbangan dana pada saat
karyawan harus mencari pekerjaan setelah mengalami PHK. Besar uang
pesangon maksimal adalah sembilan kali gaji pada pekerja yang bekerja lebih.

Jika terjadi pemecatan (PHK), maka akan ada hak dan kewajiban dari
masing-masing pihak, suatu perusahaan berhak untuk mengakhiri hubungan
kerja dengan pegawai/buruh jika sejalan dengan alJasan dan prosedur yang
sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun jika perusahaan
memecat pegawai/buruh secara sepihak atau tidak mengikuti prosedur yang
ditentukan maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Konflik pemecatan
ini sangat sensitif, karena melibatkan kedua belah pihak, baik pegawai/buruh
maupun perusahaan.

Fenomena dilapangan berdasarkan observasi yang di lakukan bahwa hak
pekerja/buruh tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh
ataupun keluarganya, banyak perusahaan yang tidak mementingkan hak
pekerja/buruh tersebut. Dalam hal ini pekerja/buruh juga berhak mendapatkan
upah setelah menjalankan pekerjaannya. Demikian pula perlu diusahakan
ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam
pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan
dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut
merupakan program dalam memberikan hak uapah kepada para pekerja yang
dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan
kestabilan perusahaan.

Di Indonesia, jika hal tersebut terjadi maka perusahaan harus

memberikan kornpensasi kepada pegawai/buruh yang diberhentikan, jika

® Ahmad Musthofa Al-maraghi, Tafsir Al-Maraghi, CV Toha Putra, cet pertama,
Semarang, 1984, hal.350



rnernenuhi syarat yang ditenrukan oleh Undang-Undang Kerenagakerjaan.
Selain itu, perusahaan juga harus rnengeluarkan surat keterangan yang
menyatakan bahwa pegawai/buruh tersebut pemah bekerja di perusahaan
tersebut.

Melalui pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih
rinci penulisan tesis yang berjudul “Perlindungan Hak Upah Buruh Akibat
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Covid-19”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan konteks penulisan di atas, maka diidentifikasi beberapa isu
yang perlu dipecahkan, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Upah Buruh Akibat Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) Pada Masa Covid-19 menurut Undang-Undang No 13
Tahun 2020?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kompensasi pemutusan hubungan
kerja (PHK) akibat dampak covid-19 menurut Undang-Undang No 13
Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hak Upah Buruh Akibat Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Covid-19 menurut Undang-Undang
No 13 Tahun 2020
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan pemberian kompensasi pemutusan
hubungan kerja (PHK) akibat dampak covid-19 menurut Undang-
Undang No 13 Tahun 2020

D. Kajian Pustaka
Studi mengenai penghentian kontrak kerja dan pemberian kompensasi

telah dilakukan oleh beberapa ahli sebelumnya. Dalam uraian ini akan



dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan, serta
faktor-faktor kesamaan dan perbedaan, sehingga diketahui posisi penelitian ini
dari penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Iftar Darpi, Fakultas Hukurn
Universitas Indonesia, membahas tentang pesangon bagi pekerja yang
terkena PHK. Dalam studinya, para peneliti menggambarkan
perlindungan sosial sebagai perlindungan untuk mencegah risiko PHK
sebelum pensiun dan hari tua. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan dalam pelaksanaan sistem perlindungan sosial, dimana
pemerintah selain berperan sebagai regulator juga berperan sebagai
fasilitator dan sponsor proses, bila perlu karena adanya proses krisis
ekonorni. Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini terlihat
jelas ketika mempelajari paket pesangon untuk karyawan yang
diberhentikan. Perbedaannya terlihat jelas jika dilihat dari jenis
penelitian dan metode analisis data. Dalam penelitian ini, pengujian
menggunakan pasal 156 hukum bilangan. 13 Tahun 2020 berkaitan
dengan ketenagakerjaan, sedangkan kajian di atas menggunakan UU
No.3 Tahun 1992.

2. Kajian dipimpin oleh Ari Hermanawan. Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada dengan judul "Adanya pesangon dalam hal pemberhentian
demi hukum pada perusahaan yang telah menerapkan skema jaminan
pensiun®. Keputusan Direksi sebagai dasar peraturan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keberadaan uang pesangon disamakan dengan
jaminan pensiun yang preminya dibayar penuh oleh pemberi kerja,
dengan catatan jumlah tersebut tidak boleh lebih rendah dan uang
pesangon yang akan diterima pekerja saat mencapai usia pensiun ..
program pensiun tidak serta merta menghilangkan pesangon yang akan
diterima karyawan saat mencapai usia pensiun. Surat Keputusan Direksi

tidak dapat dijadikan dasar penyesuaian, karena dari segi proses



10

produksi, isi dan sifatnya bukan merupakan piagam perseroan.
Kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian ini terlihat jelas ketika
mempelajari paket pesangon untuk karyawan yang diberhentikan.
Perbedaan terlihat pada penilaian yang dilakukan, jenis penelitian, dan
teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
norrnatif (desk study), sedangkan penelitian di atas menggunakan
penelitian hukum sosiologis (studi lapangan). Sumber data dalam
penelitian mt menekankan pada sumber sekunder, sedangkan penelitian
di atas menggunakan sumber primer.

3. Selanjutnya Kajian dilakukan oleh Delfi Hidayahni, mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. Penelusuran dengan judul Melindungi
karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja dan membayar uang
pesangon (Studi Kasus Putusan No. 90/PHI.G/2012/PN .JKT .PST)"
Dalam Kajian tersebut peneliti memaparkan tentang perlindungan
hukum bagi pekerja yang terkena PHK Hasil penelitian menunjukkan
kurangnya perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK Kualitas
pendidikan dan keterampilan yang terbatas membuat pekerja sulit
beradaptasi secara sosial dan ekonomi setelah di-PHK Pengangguran,
penurunan status dan prestise, keluarga yang retak dan perubahan
struktural dalarn kehidupan sehari-hari akibat pemutusan hubungan kerja

pekerjaan bagi karyawan yang diberhentikan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, penulis ingin menjelaskan untuk
menghindari kesalahpaharnan dan mudah untuk memahami isi artikel ini. Judul
proposal ini adalah "Perlindungan Buruh Terhadap Pesangon Akibat Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) pada masa Covid-19" yang ingin dijelaskan adalah

sebagai berikut :
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1. Perlindungan Hak Upah

Yang dimaksud dengan kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan
pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhannya sendiri
dan kebutuhan orang lain. Pekerjaan merupakan salah satu mesin ekonomi
suatu negara. Sayangnya, perselisihan sering muncul antara pekerja dan
pengusaha atau perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah
menyiapkan  sejumlah  peraturan, antara  lain  Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2020.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah agar sis tern hubungan
industrial berjalan dengan lancar tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat
kepada pihak yang lemah. Melindungi pekerja berarti menuntut hak-hak
dasar dan memperlakukan pekerja tanpa keluhan untuk menjamin
kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan.
Secara garis besar, ada 3 jenis perlindungan pekerjaan, yaitu:

a. Perlindungan ekonomi: perlindungan pekerja dalarn bentuk

pendapatan yang mernadai, bahkan ketika pekerja tidak dapat bekerja
di luar kehendaknya;

b. Perlindungan sosial: perlindungan pekerja berupa jaminan kesehatan
kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi;

c. Perlindungan teknis: perlindungan tenaga kerja berupa keselamatan
dan kesehatan kerja.

Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2020 objek utama

perlindungan tenaga kerja adalah:

a. Melindungi kepentingan dalam hubungan kerja; melindungi hak-hak
dasar pekerja untuk berunding dengan pemberi kerja dan melakukan
pemogokan; keselamatan dan kesehatan kerja;

b. Perlindungan khusus bagi perempuan, anak-anak dan mereka yang
terdiskriminasi; perlindungan upah, kesejahteraan, dan jarninan

sosial tenaga kerja; dan melindungi hak untuk rnemutuskan
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hubungan kerja. Pengusaha yang menjadi pemberi kerja wajib
menjamin perlindungan terhadap tenaga kerjanya. Jika tidak,
pengusaha dapat dipenjara dan didenda.

2. Pumutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang
merupakan kegiatan yang sangat ditakuti oleh pekerja/buruh yang masih
aktif bekerja. Hal ini karena kondisi kehidupan politik yang goyah,
kemudian disusul dengan carut marutnya kondisi perekonomian yang
berdampak pada banyaknya industri yang gulung tikar dan tentu saja
berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan sangat
tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada
waktu ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran
dirinya diberhentikan dari pekerjaannya yang menjadi penopang hidup
keluarganya.™®

Bila pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan
permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/burun maupun
pengusaha) karena pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari
bahwa atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga
masingmasing telah berupaya mempersiapkan diri menghadapi kenyataan
itu. Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya
perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah
pihak, lebih-lebih pihak buruh yang dipandang dari sudut ekonomis
mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak

pengusaha.™

1% Najmudin, Pemutusan Hubungan Kerja, Serang: Stie Bina Bangsa, 2011, hal. 1
11 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2007, hal.177
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian ini yaitu
jenis penelitian kualitatif lapangan (Field Research). Metode penelitian
kualitatif sering disebut metode penelitian natural istik karena
penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (Natural Setting).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisiobjek yang alamiah. Sebagai lawannya dari eksperimen
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan
data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi.*?

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini
berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus
pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana
adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hal ini dapat
dipahami bahwa pada dasarnya penelitian yang sebenarnya adalah dalam
rangka menemukan atau membahas mengenai masalah yang baru untuk
dijadikan pengetahuan maupun mencari teori yang baru, didasarkan pada
penjelasan mengenai gejala yang muncul pada suatu masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian
kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan
teknik pengumpulan data yang bermacam — macam dan dilakukan secara

12 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D, Cet.IV, Bandung:
Alfabeta. 2019, hal 8
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terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian dengan menggunakan
metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif
yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang
diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif
tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi
lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam
menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan
mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi,
menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari
bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari
fenomena yang dihadapi.

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang
diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang
ditanyai) sangat beragam Kondisi ini memang disengaja oleh periset
karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam
dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan
pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih
baik atas masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian Kkualitatif, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi
penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan pisikologi, dan
berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Penelitian ini akan
berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman
dari suatu fenomena.

3. Sumber Data
a. Data Primer

Sumber data adalah tempat dimana data disimpan. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer, yaitu data

yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan
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pekerja/pegawai yang di-PHK pada masa Covid-19 dan juga laporan
surat kabar sebagai dokumen informal, yang kemudian diolah oleh
peneliti.

b. Data sekunder adalah Data sekunder adalah sumber data yang
diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami
melalui buku-buku, jurnal atau oeraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan PHK™®
Data yang dimaksud terdiri dari dokumen resmi, buku dan artikel

yang berkaitan dengan subjek penelitian, hasil penelitian berupa Japoran,

tesis, disertasi, internet dan peraturan hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperolen hasil yang objektif dan dapat dibuktikan
kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka
dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder
yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai
dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari
penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan
Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga
lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.
2. Studi Lapangan (Field Research)
Melakukan  wawancara langsung pada informan, vyaitu
pekerja/buruh yang terkenak PHK pada saat masa covid-19.
5. Teknik Analisis Data

13 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
2017, hal 137
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Rekayasa analisis data adalah proses pengorganisasian rangkaian data,
pengorganisasian menjadi pola dasar, kategori, dan unit deskriptif.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
analisis lapangan kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah bahwa
analisis data terbatas pada teknik pengolahan data seperti editing data
dan tabulasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha
memahami fenomena yang dialarni subjek penelitian seperti perilaku,
persepsi, motivasi dan lain-lain secara komprehensif dengan cara

mendeskripsikannya dalam kata-kata dan bahasa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi dari tesis ini, sistem tesis telah disusun menjadi 4
(empat) bab sebagai berikut:

Bab satu Mendeskripsikan latar belakang penulisan, masalah, ruang
lingkup, tujuan pen el itian, min at penelitian, kerangka teori dan konsep serta
metode yang meliputi: jenis penelitian, metodologi penelitian, metode
pengumpulan data. Bagian akhir bab juga memuat sisternatisasi cara penulisan
skripsi.

Bab dua Bab ini menyajikan pembahasan umum dan khusus terkait
perlindungan tenaga kerja serta menjelaskan pengertian hak pekerja dan
pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bab tiga menjelaskan pembahasan mengenai perlindungan dan upah
buruh takibat pemutusan hubungan kerja masa covid 19, dan pelaksanaan upah
bagi tenaga kerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja akibat covid 19
yang ditinjau menurut Undang-undang No 13 Tahun 2020.

Bab empat menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang terdapat

pada rumusan masalah dan juga saran dari penulis



TINJAUAN UMUM MENGENAEI;/?’EII?ILINDUNGAN BURUH AKIBAT
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA COVID 2019
A. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan buruh/pekerja
dengan berdasarkan perjanjian kerja, yang mana hubungan Kkerja terseut
dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Dalam kehidupan sehari-
hari pemutusan hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan majikan
(pengusaha) lazimnya dikenal dengan PHK atau pengakhiran hubungan
kerja, yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah
disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya
perselisihan antara buruh dan majikan, meninggalnya buruh atau karena
sebab lainya. Di dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 25 menjelaskan
bahwa Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena
satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
buruh/pekerja dan pengusaha.'*

Karena itu semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial baik
pengusaha, pekera/buru, atau pemerintah, dengan segala upaya harus
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam UU
Ketenagakerjaan juga dijelaskan mengenai penyebab terjadinya PHK dengan
kesalahan berat, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 158 UU
Ketenagakerjaan, yakni :

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai
berikut:

1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang

" Indah Puji Hartatik, Buku Praktis Mengembangkan SDM (Yogyakarta: Laksana,
2014), him 267
17
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milik perusahaan

Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan

Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di
lingkungan kerja

Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja
atau pengusaha di lingkungan kerja

Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan

Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha
dalam keadaan bahaya di tempat kerja

Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*®

PHK di dalam aturannya juga mengatur pengusaha bahwa dalam

melakukan PHK harus meninjau atau melihat dari alasan - alasanya, seperti

yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 yaitu

1.

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan
a. Pekerja buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas)

bulan secara terus menerus

> Lia Amalia, Ekonomi Pembangunan (Jakarta: Graha llmu, 2007), him 30.
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b. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketenteuan yang
berlaku

c. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang di perintahkan agamanya;

d. Pekerja/buruh menikah

e. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan,gugur ksndungan, atau
menyusui bayinya

f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau katan perkawinan
dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan, kecuali telah
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama

g. Pekerja/burun mendirikan, menjadi annggota dan/atau pengurus
serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan
serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja
atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama

h. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana
kejahatan

i. Karena perbedaan paham, agama, alira politik, suku, warna kulit,
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

J. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan
kerja,atau sakit karena hubungan kerja yang menurur surat keterangan
dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat di

pastikan.®

'® Jaya, A.H. M, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima
di Sekitar Pantai Losari Kota Makasar (Skripsi, Unhas, Makasar, 2011), him 37
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Dalam kehidupan sehari — hari pemutusan hubungan kerja antara
buruh dengan majikan (pengusaha) lazimnya dikenal dengan istilah PHK
atau pengakhiran hubungan kerja. Yang dapat terjadi karena telah
berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati / diperjanjikan
sebelumnya. Bagi pekerja/buruh pemutusan hubungan kerja sendiri
merupakan awal mulanya hilang mata pencaharian, yang artinya pekerja
atau buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan sebab pekerja/buruh
serta keluarganya terancam kelangsungan hidupnya dan merasakan
kesusahan akibat dari PHK itu sendiri. Melihat fakta dilapangan bahwa
mencari pekerjaan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Semakin
ketatnya persaingan, angkatan kerja terus bertambah dan kondisi dunia
usaha yang selalu flukuatif, sangatlah wajar jika pekerja/buruh selalu
khawatir dengan ancaman PHK."

1. Macam-macam Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan hubungan kerja secara teoritis terbagi dalam empat
macam, yaitu PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh
pekerja/buruh, dan PHK oleh pengusaha. PHK yang terakhir ini
tampaknya lebih dominan diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Hal
ini karena PHK oleh pengusaha sering tidak dapat diterima oleh
pekerja/buruh  sehingga menimbulkan  permasalahan. Disamping
perlunya perlindungan bagi pekerja/buruh dari kemungkinan tindakan
pengusaha yang sewenang-wenang.'®
a. Pemutusan Hubungan Kerja demi Hukum
Pemutusan hubungan kerja demi hukum ialah PHK yang terjadi
dengan sendirinya secara hukum. Pasal 1603 KUH Perdata
menyebutkan bahwa : Hubungan kerja berakhir demi hukum jika

' Mohd, Syaufi, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, (Jakarta, : Sarana
Bhakti Persada, 2009) .hIm.76

¥ Halim, A. Ridwan, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet. II, (Jakarta: Gahlia,
1990), him. 136



21

habis waktunya yang di tetapkan dalam perjanjian dan dalam
peraturan undang — undang atau jika semuanya itu tidak ada, menurut
kebiasaan. Berdasarkan ketentuan pasal 154 Undang — Undang
Nomor 13 Tahun 2020 penyebab PHK demi hukum adalah :
Pemutusan hubungan kerja demi hukum ialah PHK yang terjadi
dengan sendirinya secara hukum.
b. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan
Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ialah tindakan PHK
karena adanya putusan hakim pengadilan, masalahnya terkait dengan
pemberlakuan undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam hal ini
salah satu Pihak (pengusaha atau pekerja/keluarga) mengajukan
pembatalan perjanjian kepada pengadilan titik contohnya, jika
pengusaha mempekerjakan anak dibawah umur (kurang dari 18
tahun), di mana wali anak tersebut mengajukan pembatalan
perjanjian kerja kepada pengadilan.*®
c. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja/Buruh

Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh atas permintaan
pengunduran diri ialah PHK yang timbul karena kehendak pekerja
atau buruh Secara murni tanpa adanya rekayasa pihak lain. dalam
praktek bentuknya adalah pekerja atau buruh bangunkan diri dari
perusahaan tempat ia bekerja. teknisnya dilakukan pekerja atau buruh
secara tertulis dan atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi
tekanan atau intimidasi dari pengusaha itik jika terdapat indikasi
tekanan atau intimidasi dari pengusaha secara hukum bukan PHK
oleh pekerja atau buruh melainkan PHK oleh pengusaha. akibat

hukumnya, maka pekerja atau buruh berhak atas fakta ak

2 Ibid, HIm 44
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sebagaimana diatur dalam pasal 156 undang-undang nomor 13 tahun
2020.

d. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha
Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha ialah PHK di mana
kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha karena adanya
pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh
atau mungkin karena faktor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga
kerja, perusahaan tutup karena merugikan Perubahan status dan
sebagainya.
a) PHK karena kesalahan ringan dan
b) PHK karena kesalahan berat.?

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan

Di Indonesia sendiri masalah hukum mengenai ketenagakerjaan
masih sangat sering terjadi. Adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh para
pekerja, namun tidak diberikan oleh perusahaan tempat bekerjanya menjadi
masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Salah satu permasalahan hukum
dibidang ketenagakerjaan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Hukum pada dasarnya harus hadir untuk melindungi pekerja ditengah
problematika yang disebabkan pandemi saat ini. Permasalahan tersebut
diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), unpaid leave, pengurangan
jam Kkerja, dan penundaan pemberian gaji dengan beban kerja sama.*

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri
khas dari suatu hubungan kerja bahan dapat dikatakan upah merupakan
tujuan utama dari seorang pekerja yang melakukan pekerjaan pada orang atau

badan hukum lain Pada kenyataannya, seringkali pemerintah/pemerintah

%% Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika
2009). him. 87.

! Maimun, Hukum Ketenagekerjaan Suatu Pengantar, (Jakarta: P.T. Pradnya
Paramita) 2007, him. 154
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daerah dalam penetapan standar upah minimum berpihak kepada pengusaha
yang pada akhirnya terjadi mogok kerja oleh pekerja/buruh. Hak yang
dimiliki oleh pekerja/buruh salah satunya ialah memperoleh upah dan uang
pesangon, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi
kenyataannya hak-hak yang dimiliki para pekerja/buruh atas upah dan
pesangon tersebut tidak bisa lagi untuk diakomodir dan bahkan adapula yang
dilupakan oleh pihak yang seharusnya diwajibkan untuk menyelesaikannya.

Pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan
tersebut adalah Kurator, yang dimana untuk menyelesaikan semua
permasalahan yang berhubungan dengan perusahaan yang terkena pailit. Hal
ini berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dimana terkait pembayaran upah dan
pesangon untuk pekerja/buruh.

Hubungan kerja antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh,
dimana secara yuridis penerima kerja memiliki prinsip kebebasan karena
negara tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh
siapapun.”® Sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak boleh
dilakukan secara sepihak dan harus dilakukan melalui perundingan terlebih
dahulu, kemudian apabila hasil dari perundingan tersebut tidak menghasilkan
persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang
Cipta Kerja menjelaskan mengenai tidak diperbolehkannya pemutusan

hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak. Dalam Pasal 151 Ayat (4)

?2 Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial Tata Cara dan
Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).him.126.

** Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Prenada
Media) 2005, him. 96-97.
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Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan, “Dalam hal perundingan bipartit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan,
pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan
mekanisme perselisthan hubungan industrial”’. Sehingga ada baiknya
perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku.*

Tidak hanya sekedar memanggil dan memberikan nasehat atau
teguran begitu saja Perlindungan yang dilakukan terhadap pekerja/buruh
ditujukan guna terpenuhinya hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin
keselarasan kesepakatan serta perlakuan hak dasar pekerja/buruh dan
menjamin keselarasan serta perlakuan tanpa adanya suatu diskriminasi. Hal
tersebut guna untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh  dan
keluarganya dengan memperhatikan suatu perkembangan didalam kemajuan
dunia usaha. Dalam perlindungan kerja ini memiliki tujuan yaitu untuk
menjamin keberlangsungan system hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari
berbagai pihak.

Oleh karenanya, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan- ketentuan
mengenai perlindungan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak merubah secara
keseluruhan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dinyatakan tetap berlaku,
hal ini sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja Adapula ruang
lingkup dari perlindunggan terhadap pekerja/buruh yang sebagaimana diatur
dalam BAB X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020
tentang Ketenagakerjaan.?®

Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar

perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali

* Asri Wijayanti, Hak Berserikat Buruh di Indonesia Disertasi, (Pascasarjana
Universitas Airlangga, 2011). him 65
% Ibid, him 87
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penghasilan sehari (Pasal 157 Ayat (2)). Sedangkan untuk upah pekerja/
buruh dibayarkan atasa dasar satuan hasil, potongan/borongan atau komisi,
maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata perhari
selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang
dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Bagi pekerjaan
yang tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah
borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari rata-rata 12 (dua
belas) bulan terakhir.

Perihal sikap mengenai perlindungan hukumterhadap pekerja yaitu
terpenuhinya segala hak yang dimiliki pekerja yang mana merupakan salah
satu hak asasi manusia, dikarenakan bekerja itu berkaitan dengan segala
apapun agar pekerja bisa untuk hidup, bahkan hak atas hidup yang layak bagi
manusia pun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Di
dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan
bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini juga telah sangat jelas bahwa hak
asasi manusia ini merupakan hak yang tidak bisa kurang dalam hal kondisi
maupun dalam keadaan bagaimanapun. Sehingga, yang harus dilakukan yaitu
perusahaan seharusnya terlebih dahulu melakukan pemenuhan terhadap hak-
hak normatif pekerja/buruh daripada memenuhi kebutuhan dari para kreditur-
kreditur lainnya.?

Apabila pekerja tidak mendapatkan haknya sebelum terbentuknya
lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial, berdasarkan
ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 lembaga yang dimaksud
adalah Pengadilan Hubungan Industrial maka dapat dilakukan upaya
administratif atau upaya perdata. Upaya hukum melalui upaya administratif,
penyelesaiannya dapat melalui : upaya bipartit yang dilakukan antara pekerja

*°Ifdal Kasim dalam Majna El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), him 25.
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dan pengusaha sebagai pihak yang terikat dalam hubungan kerja. Apabila
perundingan itu mencapai kesepakatan maka hasil persetujuan itu
mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi, apabila perundingan tidak
mencapai kesepakatan maka dapat meminta anjuran ke Dinas Tenaga Kerja
setempat. Di samping itu, upaya hukum secara perdata dapat dilakukan oleh
pekerja apabila putusan pengusaha dalam menjatuhkan PHK karena efisiensi
tidak dapat dibenarkan. Dalam arti belum dilakukan langkah awal untuk
menghindari efisiensi jumlah tenaga kerja. Secara perdata, pekerja dapat
mengajukan gugat ganti rugi ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365
BW, yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sejak adanya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(PPHI), yang disahkan pada tanggal 4 Januari 2020 (LN. Tahun 2004, No. 6,
TLN. No. 4356), upaya hukum bagi pekerja yang mengalami perselisihan
hubungan industrial akan dilakukan secara bipartit, mediasi, konsiliasi,
arbitrase, atau ke Pengadilan Hubungan Industrial.?’

Bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat
yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu
perusahaan. Untuk melindungi kepentingan pekerja/ buruh telah dikeluarkan
perangkat perundang-undangan diantaranya UndangUndang Nomor 21
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020
tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

?” Catur J S, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Program Studi IImu Hukum (S2)
Program Pascasarjana Universitas Pamulang
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Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, serta berbagai aturan

pelaksanaannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Buruh
1. Pengertian Buruh

Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu
yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti
kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda
dahulu disebut dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang-
orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi
yang bisa duduk dimeja di sebut dengan white collar (berkerah putih).
Biasanya orang-orang yang termasuk dalam golongan ini adalah para
bangsawan yang bekerja di kantor dan juga orang-orang Belanda dan
Timur Asing lainnya.

Setelah merdeka tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh
halus dan buruh kasar tersebut, sesmua orang yang bekerja di sektor
swasta baik pada orang lain maupun badan hukum disebut buruh.
Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh
diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang
diusulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada waktu kongres FBSI I
Tahun 1985. Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai
dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada
golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain yakni
majikan.?®

Menurut Abdul Rachmad Budiono, terdapat tiga Undang-
Undang yang berkaitan dengan buruh dan tenaga kerja, yaitu Undang-
Undang No. 21 Tahun 2000, Undang-Undang No. 13 Tahun 2020 dan

?8Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), him. 19-20
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UndangUndang No. 2 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut
menggunakan istilah yang sama untuk menunjuk konsep “setiap orang
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”,
yaitu pekerja atau buruh. Dipadankannya istilah pekerja dengan buruh
merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang
dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, pekerja/buruh adalah setiap orang
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna mengahsilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan,
pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.?®

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan
pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada
pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti
tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala
seenaknya memutuskan hubungan Kkerja pekerja/buruh karena
tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah
dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta
melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan
pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai
dengan harkat dan martabat manusia.
Klasifikasi Buruh

Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan

di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai

*® Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Indeks, 2001), him. 5
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dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis,
yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buruh adalah orang
yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau imbalan.
Buruh terdiri dari beberapa macam, yaitu:

a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk
kerja.

b. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaganya karena tidak
mempunyai keahlian di bidang tertentu.

c. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik

d. Buruh tambang, orang yang bekerja di perusahaan tambang.

e. Buruh terlatih, buruh yang sudah mendapatkan latihan atau
pendidikan keterampilan tertentu

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun
karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh"
berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya.
Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk
buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang
tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja.*

Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama
mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada
Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh
pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Buruh dibagi atas klasifikasi
besar, yaitu:

a. Buruh profesional (buruh kerah putih) vyaitu buruh yang
menggunakan tenaga otak dalam bekerja.

*% Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), him. 191
*! Bagir Syarif al-Qarasyi, Keringat Buruh, (Jakarta: Al-Huda, 2007), him. 62.
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b. Buruh kasar biasa (kerah biru) yaitu buruh yang menggunakan
tenaga otot dalam bekerja

Buruh kasar merupakan jenis buruh kasar biasa yang
sehariharinya bekerja menggunakan otot dalam memilih-milih dan
mengangkat barang-barang bekas. Buruh kasar dapat dikategorikan
tenaga kerja tetap harian dan tenaga kerja borongan. Buruh rosok yang
merupakan pekerja tetap harian mendapatkan upah sesuai waktu kerja
mereka dan penerimaan upahnya dapat dilakukan perhari, perminggu,
dan perbulan. Sedangkan buruh yang merupakan tenaga kerja
borongan, adalah buruh yang bekerja borongan membersihkan barang-
barang bekas dan akan mendapatkan upah berdasarkan timbangan dari
barang kasar yang telah diselesaikannya.*

3. Hubungan Kerja

Tetap harian mendapatkan upah sesuai waktu kerja mereka dan
penerimaan upahnya dapat dilakukan perhari, perminggu, dan
perbulan. Sedangkan buruh yang merupakan tenaga kerja borongan,
adalah buruh yang bekerja borongan membersihkan barang-barang
bekas dan akan mendapatkan upah berdasarkan timbangan dari barang
rosok yang telah diselesaikannya.

Jadi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara majikan
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan kerja
tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja
adalah sesuatu yang konkret atau nyata®*. Dengan adanya perjanjian
kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dengan pekerja. Dengan kata
lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan

hubungan kerja. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13

*? Bandingkan, Soekarno, Penimgkatan produktivitas kerja dalam pelaksanaan HIP,
(Jakarta: Lokakarya puspi yadin, 11 oktober 1984), him 7.

** Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Fakultas Hukum Ul,
1987), him. 143
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Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan kerja
terdiri atas adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah.
Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha terdiri
dari hubungan kerja tetap dan hubungan kerja tidak tetap. Dalam
hubungan kerja tetap, perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
(PKWTT), sedangkan dalam hubungan kerja tidak tetap antara
pekerja/buruh dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian Kkerja
untuk waktu tertentu (PKWT).%*
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja
antara pengusaha dengan pekerja/buruh untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu
yang bersifat sementara. Dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63
Undang-Undang No. 13 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu.

PKWT adalah perjanjian bersyarat, yaitu dipersyaratkan
bahwa harus dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bahasa
Indonesia, dengan ancaman apabila dibuat tidak tertulis dan tidak
dibuat dengan bahasa Indonesia, maka dinyatakan (dianggap)
sebagai PKWTT (Pasal 57 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun
2020 Tentang Ketenagakerjaan).41 PKWT tidak boleh disyaratkan
adanya masa percobaan. Dengan demikian apabila dilakukan
pengakhiran hubungan kerja karena alasan masa percobaan, maka
pengusaha dianggap memutuskan hubungan kerja sebelum
berakhirnya perjanjian kerja.

** Nila Uswatun Husna, Analisis Pengupahan Buruh Di Pasar Ngemplak Tulungagung
Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012)
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b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Perjanjian kerja
waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh
dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang
bersifat tetap. Pada PKWTT ini dapat disyaratkan adanya masa
percobaan  (maksimal tiga bulan). Pekerja/buruh  yang
diperkerjakan dalam masa percobaan upahnya harus tetap sesuai
dengan standar upah minimum yang berlaku. Apabila PKWTT
dibuat (maksudnya diperjanjikan) secara lisan, maka pengusaha
wajib membuat surat pengangkatan.®

4. Hak dan Kewajiban Buruh-Majikan

Hak merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dapat
dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu berdasarkan
peraturan yang berlaku. Kewajiban mengandung makna adanya
keharusan untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan sesuatu. Hak
dan kewajiban berada dalam hubungan timbal balik dan melekat pada
subjek hukum.

Dalam konsep hubungan kerja, dimana terdapat dua pihak
yaitu buruh dan majikan yang merupakan landasan bagi adanya
perjanjian kerja, dan sudah tentu akan melahirkan hak-hak dan
kewajiban. Sehingga masing-masing pihak akan menyatakan
kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pihak
buruh, misalnya akan menyatakan diri sanggup melaksanakan
pekerjaan tertentu berdasarkan keterampilan yang dimiliki, sebagai
suatu kewajiban.

Sebagai imbalan jasa atas kewajiban tersebut maka buruh akan
mendapatkan upah (gaji) yang layak sebagai hak yang patut ia terima.
Sebagai pihak yang perlu mendapat perlindungan dan perlakuan yang

** Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Rajawali Press,
2014), him. 57
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wajar, maka segala sesuatu yang menyangkut kepentingan
kesejahteraan buruh yang merupakan haknya, harus dilaksanakan
dengan baik oleh majikan sebagai suatu kewajiban.

Begitu juga dengan pihak buruh, setelah mendapatkan
perlakuan yang wajar, maka ia harus bertanggungjawab untuk
melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh majikan Secara terperinci
hak-hak majikan dan buruh adalah sebagai berikut:

a. Hak-Hak Majikan.
1) Berhak mendapatkan kepuasan dari hasil kerja buruh.
2) Berhak memutus hubungan Kkerja, jika buruh bersangkutan
terbukti melanggar kesepakatan atau tidak bekerja profesional.
3) Berhak mengingatkan atau menegur jika pekerjaan yang
dilakukan buruh tidak memuaskan.
b. Hak-Hak Buruh
1) Berhak mendapatkan upah yang adil dari pekerjaanya.
2) Berhak atas kesehatan selama kerja.
3) Berhak atas libur, cuti, termasuk cuti hamil dan melahirkan.
4) Berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya

Dalam KUH Perdata Pasal 1603 d dikatakan bahwa buruh yang
baik adalah, “buruh yang menjalankan kewajiban-kewajiban dengan
baik, yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan segala sesuatu dalam keadaan yang sama, seharusnya
dilakukan atau tidak dilakukan.*®

D. Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Islam
Dalam Islam untuk mengukur apakah memberikan mutasi atau

PHK secara sepihak itu dibenarkan atau tidak, tentu harus kembali kepada

** Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, (Surabaya: Universitas
Airlangga Press, 2002), him.23.
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aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Kalau dalam aturannya dalam
hal mutasi atau PHK harus disetujui kepada kedua belah pihak atau ada
prosesnya tersendiri, maka apabila salah satu melanggar tentu dapat
digugat secara perdata karena merugikan orang lain, akan tetapi apabila
aturan tersebut tidak mengatur demikian, melainkan hak penuh sebuah
perusahaan, tentunya sebagai bawahan mau tidak mau, suka tidak suka
harus menuruti aturan tersebut, karena setiap pekerjaan tentu ada resiko
masing-masing, taat kepada aturan atau atasan atau diberhentikan. Akan
tetapi apabila terjadi mutasi atau PHK tersebut tanpa landasan yang jelas
dan pasti itu sudah tentu salah.*” Pemutusan hubungan kerja atau separasi
adalah tahap pemisahan antara tenaga kerja dengan organisasi perusahaan.
Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal seperti usia pensiun, pindah kerja,

diberhentikan, minta berhenti ataupun meninggal dunia.
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Artinya: Dan orang-orang yang berjihad untuk (meneari keridhaan)

Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka
jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar
beserta orang-orang yang berbuat baik.

Alasan putusnya hubungan kerja antara karyawan dengan
perusahaan adalah karyawan pindah ke perusahaan lain, karyawan tidak
merasakan kepuasan kerja, reaksi pribadi, kesehatan buruk, menarik diri,
pindah ke kota lain, melanjutkan sekolah secara full-time, usia pensiun,
adanya kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak (mutually
satisfactory release), khusus untuk karyawan wanita yang disebabkan

karena tugas-tugas rumah tangga atau kehamilan.

*” Reza Rosyadi, Solusi Islam atas Masalah Ketenagakerjaan, Arsip E-Syariah. Net
Sistem Ekonomi Syariah (03 Mei 2004), h. 1
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Pemutusan hubungan kerja dalam ekonomi Islam itu sendiri adalah
pelepasan atau pemberhentian hubungan kerja antara perusahaan dengan
tenaga kerja, atas permintaan baik itu dari perusahaan ataupun dari
karyawan itu sendiri, yang dikarenakan ada hal-hal yang tidak produktif
lagi untuk bekerja sama, tetapi tetap mengikuti aturan Islam yaitu tidak
boleh adanya tindak kedzaliman, ketidak adilan dan merugikan sebelah
pihak. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata
lain, kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat
secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para
pihak yang berkepentingan. Perjanjian dalam hukum kontrak,
mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu terjadi karena perjanjian
yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Meskipun keterikatan hanya berlaku bagi para pihak
yang terlibat perjanjian, namun kewajiban yang timbul dari perikatan
dapat dipaksakan secara hukum.

Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan
semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya
secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan
ijaratul ajir (Kontrak kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan
ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan
pekerja, penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan
yang terjadi antara pengusaha dan pekerja.*®

Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi
tindakan kedzaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan
pekerja) terhadap pihak lainnya. Dalam Islam mengharuskan kontrak kerja
antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam, dasar hukum

him 72

** Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer |, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993),
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yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan akad ijarah. ljarah adalah
bentuk sewa menyewa atau dalam bentuk upah mengupah muamalah yang
telah disyariatkan dalam Islam.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah itu adalah
untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, banyak
orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain
banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan
uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan
dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.®* Al-ijarah
berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut bahasanya ialah al- ,,awadh
yang berarti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.

Yang dimaksud siyaasah syar‘iayah di sini ialah tindakan dan
kebijakan pemerintah yang bila diterapkan ditengah manusia (masyarakat)
akan lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.
Syariat Islam sebenarnya telah mendahului semua paham dan peraturan
yang ada diseluruh dunia yang mewajibkan bertindak adil terhadap
pekerja serta menyempurnakan hak-hak mereka.

Syariat Islam yang tidak sempit memungkinkan manusia membuat
bermacam-macam peraturan, termasuk di dalamnya aturan untuk
memberikan upah yang adil kepada kaum buruh, serta menegakkan
pergaulan antara majikan dan pekerja diatas landasan yang kuat. Hal ini
tentu saja bertujuan supaya orang yang kuat tidak. berbuat sewenang-
wenang terhadap yang lemah, agar satu golongan tidak mengeksploitasi
golongan lain demi mencari keuntungan. Dalam situasi yang diperlukan,

** Muhammad Syafi“i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), him. 52
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para fugaha memperbolehkan penguasah turut campur mengenai masalah
buruh dan karyawan dalam berbagai bentuk.

Upah standar atau imbalan yang layak adalah upah yang seimbang
dengan jenis pekerjaannya dengan memperhatikan situasi dan kondisi
beserta hubungannya dengan batasan nilai kerja dan penentuan ukuran
upahnya, dengan tidak menganiayah si pekerja dan tidak memberatkan
orang yang menyuruhnya bekerja. Sejak zaman tabi“in telah
memperbolehkan campur tangan penguasa dalam menentukan harga
pangan.-dan barang-barang manakala diperlukan, meskipun dijumpai
riwvayat bahwa Nabi Muhammad saw tidak mau memberikan ketentuan
harga pada zaman beliau dan tidak mengabulkan permohonan orang-orang
ketika mereka memohon kepada beliau agar menentukan harga barang-
barang ketika sedang melambung tinggi.

Kedzaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha
terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap
pengusaha. Termasuk kedzaliman pengusaha terhadap pekerja adalah
tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik,
memaksa pekerja bekerja diluar kontrak kerja yang disepakati, melakukan
pemutusan hubungan kerja secara semena-mena termasuk tidak
memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan

kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit dan lain sebagainya.*’

*° Asyraf Wajdi Dusuki, Sistem Keuangan Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2015), him. 279



BAB TIGA
HAK UPAH BURUH AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PADA MASA COVID 19

A. Perlindungan Hak Upah Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) Pada Masa Covid-19 menurut Undang-Undang No 13 Tahun
2020

Secara yuridis pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang
mencakup orang yang belum bekerja, yaitu orang yang tidak terkait dalam
hubungan kerja maupun orang yang sudah terikat dalam suatu hubungan
kerja ( pekerja/buruh , karena orang yang terikat dalam suatu hubungan kerja
juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih
disukai oleh pekerja/buruh. Sedangkan pada pasal 6 merupakan perlindungan
bagi orang yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.**

Perlindungan Tenaga Kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum
ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Ketenagakerjaan, diantaranya mengatur hal itu. Salah satu
tujuan pembangunan Kketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 hruruf c)

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5)
2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6)
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Vykel H. Tering, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja, Lex Privatum, Volume Il Nomor 1, Maret 2014, him. 56
38
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3. Setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat
dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11)

4. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya (Pasal 12 Ayat 3)

5. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri (Pasal 31)

6. Setiap pekerja/buruh  berhak memperoleh perlindungan atau
keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai
dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama (Pasal 86 Ayat (1).

7. Setiap pekerka/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 Ayat (1).

8. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 Ayat (1)

9. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja atau serikat buruh (Pasal 104 Ayat (1).*

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan
membuat peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan majikan
mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial.
Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945, kedudukan pekerja/buruh
sama dengan majikan/pengusaha, namum secara sosial ekonomis
kedudukan keduanya tidak sama, dimana kedudukan majikan lebih tinggi
dari pekerja/buruh. Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini
mengakibatkan adanya hubungan diperatas (dienstverhoeding), sehingga

menimbulkan  kecenderungan  pihak  majikan/pengusaha  berbuat

*> Paulus A. Piter, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lex Et Societatis Vol. VI/Nomor
5, Juli 2018 him 55
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sewenangwenang kepada pekerja/buruhnya. Adapun tujuan diberikannya
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah untuk menjamin
berlangsungnya system hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai
adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Selain itu tujuan perlindungan hukum terhadap pekerja tidak hanya
mencakup pada berlasungnya hubungan kerja tetapi juga pada saat
hubungan kerja tersebut berakhir. Hubungan kerja berakhir dapat
disebabkan waktuperjanjian kerja berakhir atau dikarenakan tindakan
pengusaha melakukan PHK. Disinilah tujuan perlindungan hukum yaitu
untuk memberikan pemenuhan hak-hak pekerja setalah berakhirnya
hubungan hukum tersebut. Perlindungan Hukum dalam pemutusan
hubungan kerja yang terpenting adalah menyangkut kebenaran status
pekerja dalam hubungan kerja serta kebenaran alasan PHK. Dari aturan-
aturan hukum yang mengatur mengenai PHK, menimbulkan adanya hak-
hak buruh yang berkaitan dengan PHK.

Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila
peraturan  perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang
mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-
undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena
keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridi ssaja, tetapi diukur
secara sosiologis dan filosofis.*

Bedasarkan hasil penelusuran penulis dari seorang mantan
karyawan yang pernah mendapatkan pemutusan hubungan kerja di
karenakan wabah pandemi Covid 19, pada dasarnya pemutusan hubungan
kerja, di karenakan adanya pengurangan barang yang diproduksi
perusahaan sehingga mengakibatkan pendapatan perusahaan otomatis juga

menurun secara signifikan, ini juga merupakan imbas dari turunnya daya

* Abdul Khakim, Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), him. 155



41

beli masyarakat, narasumber menambahkan, perusahaan juga pasti bingung
di satu sisi produksi jumlahnya menurun drastis dan jumlah karyawan juga
banyak. Mau tidak mau pasti ada yang di PHK, rata-rata karyawan yang
terkena PHK yaitu karyawan yang masih kontrak dan masih bekerja di
bawah 5 tahun.*

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan dengan
alasan force majeure pandemi Covid-19 sesuai dengan hukum
ketenagakerjaan. Alasannya adalah sejalan dengan pendapat Aloysius
Uwiyono yang melihat wabah pandemi Covid-19 tergolong sebagai
keadaan memaksa (force majeure) karena menyebabkan pengusaha dan
buruh (terpaksa) dilarang untuk melaksanakan aktivitas pekerjaannya
seperti biasa, yang disini juga terjadi pada perusahaan. Pekerja atau
karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti biasa dikarenakan
adanya aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan pembatasan
jalur masuk antar daerah yang menyebabkan keterlambatan dalam hal
pengiriman suku cadang dan spare part untuk produksi motor. Selanjutnya,
pandemi Covid-19 menyebabkan Perushaan tempat informan bekerja
mengalami kerugian hingga 70% (tujuh puluh persen), yang akhirnya
Perusahaan tidak dapat menjalankan produksi. Berangkat dari alasan
tersebut Perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan force majeure.

Perusahaan dan pekerja yang sedang mengalami sengketa
Pemutusan Hubungan Kerja dan memilih menyelesaikan melalui
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menjadikan upah proses dapat
menjadi salah satu tuntutan Pekerja. Sesuai Pasal 155 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor. 13 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, upah proses seharusnya dibayar sampai

* Wawancara dengan Ulil Amri, Pada Tanggal 24 Mei 2024
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putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkuatan hukum tetap (inkracht
van gewijde). sebagaimana yang telah dikatakan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2020 Pasalnya 155 Ayat (2) mengatakan bahwa selama belum
ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka baik pekerja
maupun pengusaha sama-sama melakukan kewajibannya.*®

Pertanyaan timbul apabila pekerja tidak menjalankan kewajibannya
kepada perusahaan apakah perusahaan tetap wajib membayarkan upah
proses. Hal ini tentunya sangat bergantung pada fakta persidangan dan
dalildalil- yang dibangun dalam proses persidangan di Pengadilan
Hubungan Industrial. Apabila sudah terjadi sengketa di pengadilan maka
hakim yang berhak memutus berkaitan dengan berapa upah proses yang
dapat dibayarkan atau perusahaan tidak wajib memberikan upah proses.
Kecermatan dalam membangun dalil dan pembuktian para pihak yang
bersengketa menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembayaran
upah proses.

Perlu diperhatikan bersama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 37/PUU-X1/2011 frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 Ayat
(2) Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
‘belum berkekuatan hukum tetap’. Hal demikian berarti memberikan
makna apabila belum ada kekuatan hukum tetap (incraht) maka perusahaan
harus membayarkan upah proses kepada pekerja. Oleh karena penafsiran
Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan, mengenai frasa “belum ditetapkan™ harus dimaknai

“belum berkekuatan hukum tetap.*®

* Ibid, HIm 77
*® Sugeng Hadi Purnomo, Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja,
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2, Agustus 2019, him. 147
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B. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) Akibat Dampak Covid-19 Menurut Undang-Undang No 13
Tahun 2020
Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Pada dasarnya, pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus
mengusahakan dengan segala upaya agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
tidak terjadi Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja
Akan tetapi, jika PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha harus
memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja yang bersangkutan
dan/atau serikat pekerja. Apabila pekerja telah diberitahu dan menolak, maka
penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara
pengusaha dengan pekerja dan/atau serikat pekerja.
Dalam hal perundingan berati tidak menghasilkan kesepakatan, maka
penyelesaian PHK dilakukan ke tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
Dalam SE Menaker M/3/HK.04/111/2020, Mentri Ketenagakerjaan
meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan perlindungan
pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19, sebagai berikut:
1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam
Pemantauan (ODP) COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga
tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar
Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.

2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan
dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya

dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004
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3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan
dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai
peraturan perundang-undangan.

4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat
kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan
penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau
seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan
kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran
upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh.’

Berdasarkan surat edaran tersebut, untuk menghindari PHK,
pengusaha dapat melakukan perubahan besaran maupun cara pembayaran
upah pekerja/buruh yang dirumahkan sementara akibat wabah COVID-19,
berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu, pekerja/buruh yang diduga
atau positif terjangkit COVID-19 juga berhak atas upah.

Dengan demikian, PHK memang tidak dianjurkan untuk dilakukan.
Ada upaya alternatif untuk tetap mempekerjakan pekerja/buruh dan
mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha sebagaimana diterangkan di
atas.Ketentuan Ganti Rugi bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT). Sebelumnya, perlu diketahui bahwa perjanjian kerja
berakhir apabila terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh meninggal dunia

2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

3. Selesainya suatu pekerjaan tertentu

4. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap; atau

*” https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-korban-phk-imbas-wabah-covid-19-
1t5e877921a4f81, Di akses pada tanggal 28 Mei 2024


https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-korban-phk-imbas-wabah-covid-19-lt5e877921a4f81
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-korban-phk-imbas-wabah-covid-19-lt5e877921a4f81
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5. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Dikarenakan dalam hal ini pengusaha mengakhiri hubungan kerja
sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT dan
berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan di atas, maka
pengusaha selaku pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan
membayar ganti rugi kepada pihak lainnya, yaitu pekerja, sebesar upah
pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.*®

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, pekerja PKWT berhak
mendapatkan ganti kerugian ketika terjadi PHK secara sepihak di tengah
masa kontraknya. Berdasarkan keterangan mantan pekerja, sisa masa
PKWT-nya adalah tiga bulan. Sehingga, jika terjadi PHK, mantan pekerja
berhak atas ganti kerugian sejumlah tiga bulan upah yang seharusnya Anda
terima di sisa masa kontrak tersebut, namun tidak berhak atas pesangon.

Ketentuan Pesangon bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT), Sedangkan untuk pekerja dengan PKWTT yang
di-PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.*®

Perhitungan pesangon disebutkan dalam ayat (2) & (3) Pasal 156
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. adalah
sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Hak Pesangon Yang didapatkan Pekerja

Masa Kerja

*® H. Zainal Asikin, L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, (Jakarta:

KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP, 2016), him, 119

“https://www.alinea.id/bisnis/jual-apd-di-tengah-pandemi-momentum-kebangkitan-

tekstil-b1ZL39tF2, Pada tanggal 28 Mei 2024

Uang Pesangon Yang di Dapat:
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kurang dari 1 tahun 1 bulan upah
1 tahun atau lebih kurang dari 2 tahun 2 bulan upah
2 tahun atau lebih atau lebih kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah
3 tahun atau lebh kurang dari 4 tahun 4 bulan upah
4 tahun atau lebih kurang dari 5 tahun 5 bulan upah
5 tahun atau lebih kurang dari 6 tahun 6 bulan upah
6 tahun atau lebih kurang dari 7 tahun 7 bulan upah
7 tahun atau lebih kurang dari 8 tahun 8 bulan upah
8 tahun atau lebih 9 bulan upah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang

Cipta Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan pekerja, diperoleh data

bahwa setelah perusahaan tersebut mem PHK beberapa pekerjanya,
kemudan perusahaan telah melakukan pembayaran 3 (satu) kali upah atas
uang kompensasi PHK terhadap pekerja tetap (PKWTT) dan telah disepakati
hal tersebut oleh pihak pengusaha dengan pihak sarekat pekerja buruh.
Klaim pihak perusahaan sebanyak 70% lebih pekerja telah menyepakati
kesepatakan pemberian uang kompensasi PHK tersebut dan jumlah
karyawan sisanya tjuga menerima kompensasi sesuai dengan sisa kontrak
ketika mereka di PHK kan. Berdasarkan data dari nara sumber
pekerja/mantan pekerja pada perusahaan tersebut bahwa kedudukan wilayah
operasional produksi perusahaan tersebut telah berkurangnya jumlah
produksi akibat pandemi Covid 19, guna menyeimbangi keuangan
perusahaan perusahaan harus memangkas jumlah karyawan. Membahas
permasalahan pertama mengenai upaya penyelesaian pembayaran

kompensasi PHK yang memberi kepastian hukum.>

*% Aloysius Uwiyono, dkk. Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan, (Jakata : Rajawali

Press, 2014), him, 25-28
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Dari data yang penulis peroleh dari wawancara dengan mantan
buruh, bahwa pada kasus yang penulis angkat, perusahaan memang sudah
punya niat untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan uang
kompensasi uang pesangon terhadap. Para mantan pekerjanya. Sesuai
dengan perjanjian di awal kontrak, walaupun pada pandemi Covid 19
karyawan tidak di bayarkan secara full dikarenakan pemasukan atau omset
yang didaptakan perusahaan berkurang diakibatkan karena daya beli
masyarakat kurang.

Peristiwa yang terjadi pada informan berdasarkan hasil penelusuran
penulis kompensasi di bayar kan sesuai dengan sisa kontrak, dia
menambahkan jika kontrak yang dia dapatkan yaitu selama 1 tahun atau 12
bulan dan di PHK kan pada bulan ke 9, perusahaan membayar kompensasi
sebesar 3 kali upah dikarenakan sisa kontrak yang harusnya di jalani oleh
mantan karyaan 3 bulan lagi. Selanjutnya pada kasus yang kedua,
perusahaan juga telah mengklaim sebanyak 70% lebih pekerja telah
menyepakati kesepatakan pemberian uang kompensasi PHK sesuai dengan
sisa kontrak berlaku, upah terhadap pekerja PKWTT dimana hal ini
perusahaan memban atau meringankan beban karyawan dan memenuhi
haknya sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku yang
ditentukan oleh Undang-Undang. **

Pandemi covid sangatlah memukul banyak perusahaan akibat
pembatasan aktivitas masyarakat yang diberlakukan akibat pandemi Covid
19, hal itu berimbas kepada para tenaga kerja yang hidupnya sangat
bergantung dari upah yang mereka dapatkan dari perusahaan atau tempat
mereka bekerja, perusahaan dan pemerintah dalam hal ini sudah banyak
melakukan penanganan dan keberpihakan kepada perusahaan dan terutama
tenaga kerja yang palin sangat berdampak dari Pandemi tersebut, Undan-

> Wawancara dengan Ulil Amri Mantan Karyawan, Pada tanggal 24 Mei 2024



48

Undang ketenaga kerjaan menjadi pedoman dan harapan bagi para buruh

agar hak mereka terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Upah Buruh Pada Masa Covid 19

Ibnu Kholdun menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup
dengan berkelompok, tidak ada satupun manusia yang mampu hidup dengan
dirinya sendiri (Ibnu Kholdun, Al Mugaddimah). Dengan demikian, Islam telah
meletakkan dasar-dasar hubungan antara perusaaan dengan pekerja. Pekerja dan
pemilik modal berada dalam level ‘kemanusiaan’ yang sama dalam Islam. Tidak
ada yang berada di tempat lebih tinggi, meskipun dalam struktur perusahaan jelas
ada kelompok pemilik modal, pemilik saham, pekerja dan lain sebagainya.
Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa pekerja demi meningkatkan
produktifitasnya, para pemilik modal harus memenuhi hak-hak mereka.>

Di antaranya hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, hak
untuk mendapatkan gaji sesuai dengan taraf hidup di masyarakat dan hak untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, selama berada pada jam kerja.
Seringkali aspek ini dilupkan oleh pihak pemilik modal dengan dalih mengejar
tingkat produktivitas, tingkat kualitas dan tingkat privasi tertentu. Masalah waktu
penyerahan gaji merupakan masalah yang sangat krusial dalam pola hubungan
antara pekerja dengan pemilik modal. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa
di antara factor-faktor yang menyebabkan demontrasi buruh, sikap mogok dan
lain sebagainya adalah keterlambatan perusahaan dalam membayarkan gaji
pekerja. Islam dengan tegas menyatakan bahwa hak atau gaji pekerja dan buruh,
harus diberikan tepat waktu, harus diberikan sesuai dengan waktu yang telah
disepakati. Bahkan dalam Hadis disebutkan bahwa pemberian gaji kepada buruh

sebaiknya diberikan langsung setelah selesai pekerjaan.

*? K.S, Jomo, Alternatif Ekonomi Islam: Perspektif Kritis dan Haluan Baru. (Dewan
Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur, 2017), him 77
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Tentu disini bisa diartikan bahwa segera di sini artinya adalah sesuai
dengan waktu yang telah disepakati bersama. Islam adalah agama yang
menjunjung tinggi nilai-nilai universal manusia. Islam sangat memperhatikan
hak dan kewajiban semua manusia, termasuk kaum pekerja dan buruh. Ajaran
yang dapat dilihat dari beberapa hadis jelas memberikan jaminan nyata bahwa
kaum pekerja harus bekerja dalam keadaan yang nyaman, jauh dari ancaman
PHK, keterlambatan pemberian gaji, tuntutan pekerjaan di luar batas kemampuan
manusia dan lain sebagainya. Dengan demikian, Islam telah memberikan
gambaran betapa pentingnya buruh dan pekerja dalam kehidupan manusia.
Sehingga Islam memberikan nilai-nilai yang kuat sebagai bentuk perindungan
terhadap kaum buruh dan pekerja. Hal yang perlu dicatat bahwa meskipun faktor
profesionalisme buruh mempengaruhi tingkat produktivitasnya, akan tetapi tidak
selalu berakibat kepada meningkatnya kuantitas buruh yang ditawarkan. Karena
penawaran terhadap buruh bergantung kepada masa kerja yang sanggup
dikerjakan pada suatu tingkat upah tertentu. Maka pertanyaannya adalah apakah
buruh yang tingkat pendidikannya tinggi akan bersedia menawarkan masa kerja
yang lebih banyak pada tingkat upah tertentu. Yang terjadi adalah sebaliknya,
semakin tinggi tingkat profesionalisme maka akan semakin keberatan menerima
pekerjaan dengan upah yang rendah, dan ini menandakan penawaran terhadap
buruh semakin berkurang.*®

Dalam ilmu ekonomi konvensional produktivitas buruh mempengaruhi
permintaan terhadapnya. Semakin tinggi tingkat profesionalisme yang diberikan
kepada proses produksi, maka akan semakin tinggi permintaan terhadap buruh,
dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi dalam Islam, skema penentuan upah
tidak tergantung pada permintaan terhadap buruh, atau paling tidak dianggap
tidak relevan dalam penentuan upah. Maka pertanyaan yang muncul adalah
apakah permintaan terhadap buruh tidak bergantung kepada upah, atau dengan

>* Raziq, Ali Abdur, Al Islam wa Ushul al Hukmi. (Al Muassasah al *Arabiyah lid
Dirasat wa an Nsyr, Lebanon, 2019)him 12
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kata lain apakah Islam menghendaki para pekerja mengabaikan faktor upah
ketika membuat keputusan untuk menerima suatu pekerjaan.

Dalam kondisi apapun, selama perkiraan tersebut tetap mengacu pada
sarana-sarana kehidupan paling minim yang dibutuhkan oleh seorang pekerja,
maka itu akan mengakibatkan kepemilikan para pekerja tersebut tetap terbatas,
sesuai dengan standar paling minimum yang mereka butuhkan untuk memenubhi
kebutuhan-kebutuhan mereka, sebagaimana yang dialami oleh pekerja yang
terdapat di negara-negara yang terbelakang pemikirannya, seperti negara negara
Islam, ataupun cukup untuk memenuhi kebutuhankebutuhan primer serta
sekunder dan tersier mereka.>*

Sebagaimana yang dialami pekerja di negara-negara yang sudah maju
pemikirannya, seperti Eropa dan Amerika. Maka pekerja yang ada di sana -baik
yang maju ataupun belum- tetap saja sama nasibnya. Kepemilikan para pekerja
dibatasi sesuai dengan batas taraf hidup mereka yang paling minim, menurut
ukuran komunitas mereka. Padahal tinggi rendahnya masyarakat berbeda antara
satu dengan yang lainnya, namun perkiraan tersebut tetap mengikuti biaya hidup
minimum yang dibutuhkan oleh pekerja tersebut. Inilah mekanisme penetapan
upah dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Pandangan kapitalis di atas jelas tidak menghargai sama sekali jasa
seseorang dan juga profesionalitas pekerja. Hal ini pun bertentangan dengan
tingkat kebutuhan manusia yang berbeda-beda yang ingin dipenuhi, akhirnya
pekerja sendiri yang harus mampu menekan tingkat kebutuhan tersebut.>® Di
dalam Islam jelas berbeda penanganannya, profesionalisme kerja sangat dihargai
oleh Islam. Sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian
dan nilai manfaat yang bisa diberikan oleh pekerja itu, bukan yang lainnya.

Dalam mekanisme penetapan upah, Islam menjelaskan adanya dua prinsip dasar

** Ibid, him 65
> Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Raja Grafindo
Persaja. Jakarta, 2019), him 99



51

yaitu: 1) Upah harus sebanding dengan kualitas kerja atau profesionalisme
pekerja dan nilai manfaat yang dihasilkan; 2) Upah harus melebihi batas
minimum kebutuhan pokok seseorang.

Selain memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja,
Islam pun telah memberikan hukum hukum yang harus diperhatikan bagi para
pemilik perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Hal-hal
tersebut menyangkut: 1) Perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang
layak (H. R. Al-Baihaqy); 2) Jaminan penghidupan bagi pekerja (H. R. Al
Nasai); 3) Menyegerakan membayar gaji (upah) (H. R. Abu Dawud). Di samping
ketiga hal di atas, hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan
kesepakatan yang telah dicapai, begitu pula para majikan dilarang memotong gaji
buruh dengan alasan apapun.

Hal ini sering menjadi sumber problema perburuhan. Saat ini terdapat
kecenderungan pemahaman bahwa kesejahteraan pekerja adalah tanggung jawab
pengusaha, yaitu dengan mencukupi KHM (kebutuhan hidup minimum) seorang
pekerja-yang biasanya mencangkup kontrak rumah, kebutuhan akan makanan
pokok sampai rekreasi. Negara dalam hal ini seolah-olah lepas tangan sama
sekali dari kewajiban di atas. Keadaan seperti ini sudah tentu tidak sesuai dengan
nilai dan ajaran Islam, menurut Islam negara harus mengatur dan mengurus
kepentingan rakyanya (H. R. Ahmad dan Abu Dawud). Di samping hal hal yang
mencakup kebutuhan hidup minimum, sektor kesehatan dan pendidikan adalah

kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara™

>® Tasmara, Toto, Etos Kerja Pribadi Muslim (Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta, 2020),
him 77



BAB EMPAT
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang terkena dampak pada
masa covid 19 di atur jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Ketenagakerjaan, merupakan salah bentuk
perlindungan dari pemerintah dalam melindungi setiap hak pekerja,
para buruh yang terjadi pada kasus yang ditelusuri, perusahaan, dan
apabila perusahaan tidak menjalankan kewajibannya para buruh bisa
menempuh jalur litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan
Industrial apabila akibat dampak dari pandemi covid 19, disinilah
tujuan perlindungan hukum yaitu untuk memberikan pemenuhan
hak-hak pekerja setalah berakhirnya hubungan hukum tersebut.
Perlindungan Hukum dalam pemutusan hubungan kerja yang
terpenting adalah menyangkut kebenaran status pekerja dalam
hubungan kerja serta kebenaran alasan PHK merupakan salah
bentuk perlindungan dari pemerintah dalam melindungi setiap hak
pekerja.

2. Pelaksanaan pembayaran kompensasi pada kasus yang di telusuri
penulis perusahaan menjamin hak para buruh apabila mendapatkan
PHK akbat dampak dari covid 19, para buruh mendapatkan
kompensasi sesuai dengan janji perusahaan yang diakibatkan dari
dampak covid 19, sesuai dengan ketentuan undang-undang Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan, Kepastian
hukum pembayaran uang kompensasi PHK merupakan suatu hal
yang sangat diiginkan oleh para mantan pekerja / buruh yang terkena
PHK. Pengusaha wajib membayarkan dengan segera uang
kompensasi PHK, agar hak-hak pekerja dapat berikan sesuai dengan

nilai-nilai  kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan.
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Menurut undang-undang uang kompensasi PHK seharusnya
diberikan sesuai nominal yang telah ditentuan, namun dalam hal
pengusaha berada di dalam kondisi keuangan yang tidak baik karena
rugi secara terus menerus maka pembayarannya dapat dilakukan
dengan bentuk mekanisme penyelesaian secara bipartite dengan
mengedepankan negosiasi kedua belah pihak, agar mencapai suatu
solusi yang memenangkan semua pihak.
B. Saran

1. Bagi pengusaha dalam menghadapi permasalahan di perusahaan
yang menyangkut Kkinerja pekerja sebaiknya dibicarakan secara
musyawarah dan mufakat serta memperhatikan aturan-aturan yang
ada didalam bidang ketenagakerjaan. Adapun jika tidak mencapai
kesepakatan maka pengusaha harus melaksanakan kewajibannya
kepada pekerja. Agar aturan terkait pemberlakukan mutasi pegawai
diatur dalam pasal khusus pada peraturan terkait ketenagakerjaan.
Saran yang penulis tawarkan adalah pembayaran uang kompensasi
PHK mantan karyawan pekerja dijamin oleh hukum akan
dibayarkan sampai lunas, serta pengusaha juga bisa memiliki waktu
untuk mengupayakan agar perusahaan bisa bangkit kembali
berproduksi dengan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi,
yang diharapkan perusahaan berhasil dalam melaksanakannya.
namun jikalau usaha tersebut gagal maka pengusaha harus melunasi
uang pembayaran PHK tersebut dengan sepakat menjual asset
perusahaan yang dijaminkan hak tanggungan.

2. Pemulis menyarankan penelitian ini dilanjutkan oleh mahasiwa dan
akademis agar penelitian mendapatkan banyak bahan literasi bagi
para praktisi hukum juga masyarakat tentunya. Dikarenakan
perlindungan bagi para buruh haruslah sangat di perhatikan,

mengingat para buruh merupakan ujung tombak perputaran ekonomi
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bagi indonesia, angka PHK yang sangat tinggi akibat dampak covid
19 maupun dampak lainnya harus lah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, agar para pengusaha dapat menjalankan kewajibannya pada

buruh yang bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan.
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Lampiran 2 Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Upah Buruh Akibat
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa
Covid 19
Waktu Wawancara : Pukul 09:00 —12:00 WIB
Hari/Tanggal : Rabu 25 Mei 2024
Tempat : Kediaman Narasumber, Sangso, Samalangan

Orang yang Diwawancarai : Mantan Pekerja Ulil Amri

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi,
adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian,
penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai
berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

No Pertanyaan

1 | Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) Akibat Dampak Covid-19

o | Bagaimana Perlindungan Hak Upah Buruh Akibat Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Covid-19

3 Bagaimana perusahaan bisa menjamin kelayakan para pekerja
ketika situasi covid melanda?

4 | Apakah perusahaan tempat saudara bekerja masih beroperasi
hingga Kkini?

5 | Bagaimana langkah perusahaan dalam memaksimalkan tenaga
kerja yang terdampak akibat covid 19?




Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Ulil Amri mantan karyawan
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